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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan 
Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional 
Wilayah Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode asosiatif. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan teknik purposive sampling. 
Populasi penelitian ini sebanyak 255 responden dan menggunakan sampel sebanyak 35 
responden. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil statistik secara simultan 
menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dimana F hitung > F tabel yaitu 19,165 > 
3,295. Variabel bebas terhadap Akuntabilitas Kinerja mempunyai kontribusi sebesar 54,5 
persen, sedangkan 45,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.   
 
Kata kunci : anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan, akuntabilitas   kinerja.  
 
Abstract 
 The purpose of this study was to determine the influence of Performance Based 
Budgeting and Financial Reporting System of the Performance Accountability at the National 
Land Agency Region South Sumatra. The method used is the method of associative. Data is 
collected using a questionnaire with purposive sampling technique. The population of this study 
were 255 respondents and used a sample of 35 respondents. Data analysis is quantitative. The 
statistical results showed that simultaneous Performance-Based Budgeting and Financial 
Reporting System and significant positive effect on performance Accountability where F count> 
F table that is 19,165 > 3.295. Independent variables on performance accountability has 
accounted for 54,5 percent, while 45,5 percent are influenced by other factors outside the 
model. 
 
Keywords : performance based budgeting, financial reporting system,   performance 
accountability.  
 
1. PENDAHULUAN 
 
 erkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan 
adanya era baru dalam pelaksnaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam Nuraini 
(2010) pemberlakuan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai 
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dasar penyelenggaraan otonomi daerah menimbulkan pergeseran sistem pemerintahan Republik 
Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, yang berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih 
luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan pemerintah daerah. 
Menurut Bastian (2010, h. 171) anggaran berbasis kinerja (performance based 
budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan 
berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Diterapkannya 
anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
manajemen sektor publik.  
Menurut Mardiasmo (2009, h. 159) laporan keuangan merupakan komponen penting 
untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Sistem pelaporan keuangan yang baik 
diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam 
mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Setiap instansi pemerintah berkewajiban 
untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk 
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.  
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good 
governance dalam pengelolaan organisasi publik. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu 
item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Oleh karena itu, organisasi 
diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang 
diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil 
dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang 
dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik.  
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 
2012-2013 diatas, dari 88 kementrian/lembaga yang di evaluasi hanya enam 
kementerian/lembaga (7,14%) memperoleh nilai A dan 33 kementrian/lembaga (39,29%) 
memperoleh nilai B. Sementara yang berpredikat CC sebanyak 40 kementrian/lembaga 
(47,62%), predikat C sebanyak tiga kementrian/lembaga (3,57%), dan peringkat D sebanyak 
dua kementrian/lembaga (2,38%). Sedangkan pada tahun 2012, kementerian/lembaga yang 
meraih predikat A hanya tiga kementrian/lembaga (3,4%), dan yang predikat B hanya 26 
kementrian/lembaga (29,54%). 
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) 
terhadap 33  Pemprov, untuk tahun 2013 memang belum ada yang meraih predikat A. Predikat 
terbaik baru B yang diraih oleh Sembilan pemerintah provinsi (27,27%), sedangkan yang 
meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi (57,58%), dan predikat C 
sebanyak lima pemerintah provinsi (15,15%). Pada tahun 2012 pemprov yang meraih nilai B 
sebanyak enam pemerintah provinsi (18,18%), dan tahun 2011 baru ada dua pemerintah 
provinsi (6%). 
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 
(SAKIP) pada tahun 2012 dan 2013, dapat kita lihat bahwa masih banyak kementerian/lembaga 
dan instansi pemerintah provinsi yang meraih nilai CC maupun nilai C dan hanya sedikit yang 
memperoleh nilai A maupun nilai B. Karena masih ada instansi pemerintah yang kurang dalam 
meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Oleh sebab itu, berdasarkan laporan tersebut perlu 
dilihat sejauh mana peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pada instansi yang ada di 
Sumatera Selatan Khususnya pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan 
apakah meningkat atau menurun. 
Endrayani (2014) telah meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus pada Dinas Kehutanan UPT 
KPH Bali Tengah Kota Singaraja) menunjukan hasil bahwa anggaran berbasis kinerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan menurut penelitian 
Harjanti (2009) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok, hasil dari penelitiannya 
menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh yang sangat 
lemah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Kusumaningrum (2010), menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui anggaran berbasis kinerja dan sistem 
pelaporan keuangan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada 
Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Definisi Anggaran 
Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2008, h. 48) anggaran adalah sebuah 
proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang 
dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources 
to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam 
pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan 
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut 
terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting 
anggaran. 
2.2 Definisi Anggaran Berbasis Kinerja 
Menurut Halim (2007, h. 177) dalam Bahri (2012) Anggaran berbasis kinerja 
merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang 
dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk 
efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan 
dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.  
Menurut KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002 pengertian anggaran berbasis kinerja 
adalah: 
a. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari 
perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.  
b. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk 
mencapai tujuan. 
c. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektifitas anggaran. 
d. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan 
tolak ukur (indicator) kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran 
program. 
2.3 Definisi Sistem Pelaporan Keuangan 
Menurut Mardiasmo (2009, h. 159) laporan keuangan organisasi merupakan komponen 
penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Sistem pelaporan keuangan merupakan 
laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpnan unit 
anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). 
2.4 Definisi Akuntabilitas Kinerja 
Menurut Bastian (2010, h. 88) istilah Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris 
accountability yang berarti pertangungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan 
atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu 
kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik.  
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2.5 Kerangka Pemikiran  
 
 
 
Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir 
2.6 Hipotesis 
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
  H1 :  Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara parsial 
mempunyai pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.  
H2 : Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara simultan    
mempunyai pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Kinerja. 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi 
penelitian berbentuk asosiatif menggunakan tipe kausalitas karena di dalam penelitian ini akan 
diteliti hubungan yang bersifat sebab akibat dari variabel independen (variabel yang 
mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi).  
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian ini Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan,dan 
Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional 
Wilayah Sumatera Selatan yang dilakukan di tiga lokasi yaitu Kantor Wilayah BPN Sumatera 
Selatan, Kantor Pertanahan Kota Palembang, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan Purposive Sampling. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Pertanahan kota Palembang, dan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Muara Enim dengan jumlah 255 pegawai.  
3.4 Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 
diberikan dan diisi langsung oleh responden berupa jawaban  responden terhadap item-item 
pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui 
kuesioner. 
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3.6 Definisi Operasional 
Tabel 1 
Definisi Operasional dan Indikator 
 
Variabel Definisi Indikator 
Anggaran 
Berbasis Kinerja 
(X1) 
metode penganggaran bagi manajemen 
untuk mengaitkan setiap  pendanaan yang 
dituangkan dalam kegiatan-kegiatan 
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan 
termasuk efisiensi dalam pencapain hasil 
dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil 
tersebut dituangkan dalam target kinerja 
pada setiap unit kinerja. 
- Pengukuran Kinerja  
- Penghargaan dan 
Hukuman (Reward 
and Punishment) 
- Kontrak Kinerja  
- Kontrol Eksternal dan 
Internal 
- Pertanggungjawaban 
Manajemen 
Sistem Pelaporan 
Keuangan 
(X2) 
laporan yang menggambarkan sistem 
pertanggungjawaban dari bawahan 
(pimpinan unit) kepada atasan (kepala 
bagian).  
- Laporan Keuangan 
yang dibuat sesuai 
dengan SAP. 
- Menerbitkan laporan 
keuangan Pemda dan 
laporan Perusahaan 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah  
(Y) 
Kewajiban seorang pemegang amanah 
untuk memberikan informasi, 
pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan dan mengungkapan segala 
aktifitas kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 
amanah yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. 
- Akuntabilitas Hukum 
dan Kejujuran 
- Akuntabilitas 
Manajerial 
- Akuntabilitas Program 
- Akuntabilitas 
Kebijakan 
- Akuntabilitas Finansial 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Uji Validitas 
Tabel 2 Hasil Uji Validitas  
 
Pertanyaan Anggaran 
Berbasis 
Kinerja 
Sistem 
Pelaporan 
Keuangan 
Akuntabilitas 
Kinerja 
r Tabel Keterangan 
Item1 0,781 0,592 0,646 0,334 Valid 
Item2 0,564 0,695 0,417 0,334 Valid 
Item3 0,422 0,603 0,707 0,334 Valid 
Item4 0,579 0,653 0,778 0,334 Valid 
Item5 0,779 - 0,628 0,334 Valid 
Item6 0,595 - 0,670 0,334 Valid 
Item7 0,556 - 0,553 0,334 Valid 
Item8 0,658 - 0,555 0,334 Valid 
Item9 0,779 - 0,732 0,334 Valid 
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Item 10 0,693 - 0,648 0,334 Valid 
Item 11 0,563 - - 0,334 Valid 
Item 12 0,534 - - 0,334 Valid 
Item 13 0,593 - - 0,334 Valid 
Item 14 0,781 - - 0,334 Valid 
 
Sumber : Data yang Diolah, 2014 
Seluruh pertanyaan variabel Anggaran Berbasis Kinerja(X1), Sistem Pelaporan 
Keuangan (X2), dan Akuntabilitas Kinerja (Y) dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil r-
hitung yang diperoleh melebihi dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,334  ini menunjukkan semua 
pertanyaan sudah valid. Kevalidan ini dapat dilihat dari [(sig.(2-tailed)] ≤ nilai α = 0,05. 
4.2 Uji Reliabilitas 
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas  
 
Variabel Cronbach's Alpha 
Item 
Cronbach's Alpha Hasil Penelitian 
Anggaran Berbasis 
Kinerja (X1) 
0,879 0,6 Reliabel 
Sistem Pelaporan 
Keuangan (X2) 
0,625 0,6 Reliabel 
Akuntabilitas Kinerja 
(Y) 
0,834 0,6 Reliabel 
 
Sumber : Data yang Diolah, 2014 
 
Dari hasil pengolahan di atas menunjukkan bahwa hasil Uji Reliabilitas variabel 
Anggaran Berbasis Kinerja (X1) nilai cronbach.s alpha adalah 0.879 > 0,6 yang berarti 
reliabilitas alat ukur dapat diterima. Untuk variabel Sistem Pelaporan Keuangan (X2) nilai 
cronbach.s alpha adalah 0.625 > 0,6 yang berarti reliabilitas alat ukur dapat diterima, dan 
variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) nilai cronbach.s alpha adalah 0.834 > 0,6 yang berarti 
reliabilitas alat ukur dapat diterima. Dapat disimpulkan seluruh variabel dalam penelitian ini 
dinyatakan reliabel.  
4.3 Uji Normalitas 
Tabel 4 Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 35 
Normal Parameters
a,b
 Mean 0 
Std. Deviation 3.54461 
Most Extreme Differences Absolute .099 
Positive .099 
Negative -.057 
Kolmogorov-Smirnov Z .583 
Asymp. Sig. (2-tailed) .886 
a. Test distribution is Normal. 
b. User-Specified 
 
Sumber : Data yang Diolah, 2014 
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Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS 22, terlihat 
bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,886>0,05. Karena signifikansi untuk 
seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual telah 
memenuhi asumsi distribusi normal.  
4.4 Uji Multikolinieritas 
Tabel 5 Uji Multikolinieritas 
 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
.476 2.100 
.476 2.100 
   Sumber : Data yang Diolah, 2014 
 
Hasil uji multikolinearitas diatas nilai Tolerance kedua variabel sebesar 0,476 yang 
berarti > 0,100 dan VIF kedua variabel  sebesar 2,100 yang berarti < 10. Dengan demikian dapat 
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. 
4.5 Uji Autokorelasi 
Tabel 6 Uji Autokorelasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .738
a
 .545 .517 3.653700 1.673 
 
Sumber : Data yang Diolah, 2014 
 
Hasil Durbin-Watson sebesar 1,673. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 
dengan jumlah data n=35 dan jumlah variabel independen k=2 menghasilkan nilai dL sebesar 
1,3433 dan dU sebesar 1,5838, sesuai dengan kriteria DU < DW < 4-DU (1,5838 < 1,673 < 
2,4162), maka dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 
4.6 Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data yang Diolah, 2014 
Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas 
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Dari hasil output dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola dan 
titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dari sumbu Y, dapat 
disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.  
4.7 Uji t 
Tabel 7 Hasil Uji t 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 9.467 3.435  2.756 .010 
ANGGARAN BERBASIS 
KINERJA 
.296 .123 .417 2.411 .022 
SISTEM PELAPORAN 
KEUANGAN 
.823 .376 .378 2.189 .036 
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA 
Sumber : Data yang Diolah, 2014 
  
Dari hasil uji pada tabel diatas, Hipotesis X1 terhadap variabel Y menunjukkan 
Anggaran Berbasis Kinerja memiliki t hitung > t tabel (2,411 > 1,694) dan signifikan 0,05 (0,022 < 
0,05) yang membuktikan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap 
Akuntabilitas Kinerja. Hipotesis variabel X2 terhadap variabel Y menunjukkan Sistem Pelaporan 
Keuangan memiliki t hitung > t tabel (2,189 > 1,694) dan signifikan (0,036 < 0,05) yang 
membuktikan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas 
Kinerja.  
4.8 Uji f 
Tabel 8 Hasil Uji f 
ANOVA
a
 
Model df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2 255.844 19.165 .000
b
 
Residual 32 13.350   
Total 34    
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA 
b. Predictors: (Constant), SISTEM PELAPORAN KEUANGAN, ANGGARAN BERBASIS 
KINERJA 
 
Sumber : Data yang Diolah, 2014 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil nilai f hitung sebesar 19,165 > ftabel 3,295 dan 
nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang positif antara variabel 
Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja 
secara bersama-sama (simultan).  
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4.9 Koefisien Determinasi (R
2
) 
Tabel 9 Koefisien Determinasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .738
a
 .545 .517 3.653700 
         
Sumber : Data yang Diolah, 2014 
 
Dari tabel diatas menunjukkan nilai R Square (R
2
) sebesar 0,545 artinya persentase 
sumbangan pengaruh variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan 
terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 54,5%, sedangkan sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa variabel Anggaran 
Berbasis Kinerja (X1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) pada 
Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan dikarenakan  bahwa sistem 
penganggaran pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumsel telah mengutamakan 
upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan 
sehingga akuntabilitas kinerja di Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumsel dapat 
meningkat. Variabel Sistem Pelaporan Keuangan (X2) berpengaruh positif terhadap 
Akuntabilitas Kinerja (Y) pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan 
karena Sistem Pelaporan Keuangan yang ada di Badan Pertanahan Nasional telah sangat 
baik dengan menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat dan 
relevan sehinggga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja di Badan Pertanahan 
Nasional Wilayah Simsel.  
2. Berdasarkan pengujian secara simultan (uji f), menunjukkan bahwa variabel Anggaran 
Berbasis Kinerja (X1) dan Sistem Pelaporan Keuangan (X2) berpengaruh positif 
terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera 
Selatan, karena sistem penganggaran dan sistem pelaporan keuangan yang ada di Badan 
Pertanahan Nasional Wilayah Sumsel sangatlah baik sehingga meningkatkan 
akuntabilitas kinerja yang ada di Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumsel. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas, adapun saran yang akan diberikan yaitu : 
1. Bagi Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan 
Dalam melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Badan Pertanahan 
Nasional Wilayah Sumatera Selatan sebaiknya harus lebih meningkatkan dan 
mengoptimalkan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas 
kegagalan, penerapan efisiensi, dan penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh 
suatu lembaga, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap input, output dan outcome 
atas pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan seluruh potensi sumber daya yang ada 
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baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya dapat berjalan 
dengan baik.  
Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan seharusnya lebih 
meningkatkan sistem pelaporan keuangannya, seperti membuat laporan penerimaan dan 
pengeluaran kas, dan laporan keuangan yang dibuat dan diterbitkan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan lebih 
baik lagi.  
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, 
dianjurkan meneliti pada subjek yang lain dengan variabel-variabel lain yang 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah diantaranya : 
penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan 
kejelasan sasaran anggaran. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat bisa mengambil 
sampel yang lebih luas, tidak hanya pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera 
Selatan kalau bisa pada seluruh instansi yang ada di Sumatera Selatan. 
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